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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PERUBAHAN PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

¥ v
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Program Target Capaian Kegiatan Target Capaian Sub Kegiatan Target Capaian Loka?‘i Sub Prioritas
Hasil Program Keluaran Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Kegiatan
Sebelum | Setelah Sebelum | Setelah Sebelum Setelah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |PROGRAM PENUNJANG | Prosentase Peningkatan 100 100 |Perencanaan, Berita Acara Reviu Internal 1BA 1 BA | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dok 3 Dok Satpol PP Reformasi Birokrasi
URUSAN sistem perencanaan sektoral Prosen | Prosen [Penganggaran, SKPD terhadap capaian Perencanaan Perangkat |Perangkat, Daerah Melalui Optimalisasi
PEMERINTAHAN dan Evaluasi kinerja Sub Kegiatan pada Daerah Pelayanan Publik
DAERAH Kinerja Perangkat |Kegiatan Perencanaan, Yang Prima
KABUPATEN/KOTA Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dok 4 Dok Satpol.PP Reformasi Birokrasi
Penyusunan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Melalui Optimalisasi
Koordinasi Penyusunan Pelayanan Publik
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Prima
3 Prosentase Peningkatan 100 100 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 5 Laporan | 5 Laporan |Satpol PP Reformasi Birokrasi
sistem pelaporan capaian Prosen | Prosen Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui Optimalisasi
kinerja dan keuangan yang Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil Pelayanan Publik
transparan, akuntabel dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |Koordinasi Penyusunan Laporan Yang Prima
informatif SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4 Prosentase Peningkatan 100 100 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 1 Laporan | 1 Laporan |Satpol.PP Reformasi Birokrasi
sistem perencanaan sektoral Prosen | Prosen Perangkat Daerah Perangkat, Daerah Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
5 Prosentase Peningkatan 93 93 Administrasi Berita Acara Reviu Internal 3BA 3 BA |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 73 73 Kabupaten Cirebon | Reformasi Birokrasi
Disiplin Aparatur Prosen | Prosen |Keuangan SKPD terhadap capaian Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan [ Orang/bulan Melalui Optimalisasi
Perangkat Daerah | kinerja Sub Kegiatan pada Pelayanan Publik
Kegiatan Administrasi Yang Prima
Keuangan Perangkat Daerah
6 Prosentase Peningkatan 100 100 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 Laporan | 1 Laporan |Satpol PP Reformasi Birokrasi
sistem pelaporan capaian Prosen | Prosen Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Melalui Optimalisasi
kinerja dan keuangan yang Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Pelayanan Publik
transparan, akuntabel dan SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Prima
informatif
7 Prosentase Peningkatan 100 100 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dok 1 Dok Reformasi Birokrasi
Pelayanan Administrasi Prosen | Prosen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Melalui Optimalisasi
Perkantoran yang Sesuai Tanggapan Pemeriksaan |Tindak Lanjut Pemeriksaan Pelayanan Publik
dengan Standar Pelayanan Yang Prima
8 Prosentase Peningkatan 100 100 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 3 Laporan | 3 Laporan |Satpol PP Reformasi Birokrasi
sistem pelaporan capaian Prosen | Prosen Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Melalui Optimalisasi
kinerja dan keuangan yang Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Pelayanan Publik
transparan, akuntabel dan Triwulanan/ Semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan Yang Prima
informatif SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
9 Prosentase Peningkatan 93 93 Administrasi Berita Acara Reviu Internal 1BA 1 BA |Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Dinas 296 Paket | 296 Paket |Satpol PP Reformasi Birokrasi
Disiplin Aparatur Prosen | Prosen |Kepegawaian SKPD terhadap capaian Beserta Atribut beserta Atribut, Kelengkapan Melalui Optimalisasi
Perangkat Daerah | kinerja Sub Kegiatan pada Kelengkapannya Pelayanan Publik
Kegiatan Administrasi Yang Prima
Kepegawaian Perangkat
Daerah
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10 Prosentase Peningkatan 100 100 [Administrasi Berita Acara Reviu Internal 1BA 1BA |Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 4 Paket 4 Paket [Satpol PP Reformasi Birokrasi
Pelayanan Administrasi Prosen Prosen [Umum Perangkat [SKPD terhadap capaian Instalasi Instalasi, Listrik/Penerangan Melalui Optimalisasi
Perkantoran yang Sesuai Daerah kinerja Sub Kegiatan pada Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Pelayanan Publik
dengan Standar Pelayanan Kegiatan Administrasi Bangunan Kantor Disediakan Yang Prima
Umum Perangkat Daerah
11 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 8 Paket 8 Paket [Satpol PP Reformasi Birokrasi
dan Perlengkapan Kantor |Perlengkapan, Kantor yang Melalui Optimalisasi
Disediakan Pelayanan Publik
Yang Prima
12 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket Reformasi Birokrasi
Logistik Kantor Kantor yang, Disediakan Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
13 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 11 Paket 11 Paket | Satpol PP Reformasi Birokrasi
Cetakan dan dan Penggandaan, yang Melalui Optimalisasi
Penggandaan Disediakan Pelayanan Publik
Yang Prima
14 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 5 Dok 5 Dok Satpol PP Reformasi Birokrasi
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- Melalui Optimalisasi
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan Pelayanan Publik
Yang Prima
15 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 47 Paket 47 Paket |Satpol PP Reformasi Birokrasi
Bahan/Material yang Disediakan Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
16 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 27 Laporan | 27 Laporan | Satpol PP Reformasi Birokrasi
Tamu Kunjungan Tamu Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
17 Penyelenggaraan Rapat |[Jumlah Laporan 1 Laporan | 1 Laporan [Satpol PP Reformasi Birokrasi
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat, Melalui Optimalisasi
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelayanan Publik
Yang Prima
18 Prosentase Peningkatan 70 70 Pengadaan Berita Acara Reviu Internal 1BA 1BA |Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 4 Unit 4 Unit Satpol PP Reformasi Birokrasi
Sarana dan Prasarana Prosen | Prosen [Barang Milik SKPD terhadap capaian Dinas Operasional atau Operasional atau, Lapangan Melalui Optimalisasi
Aparatur yang sesuai standar Daerah kinerja Sub Kegiatan pada Lapangan yang Disediakan Pelayanan Publik
kebutuhan pelayanan prima Penunjang Urusan | Kegiatan Pengadaan Barang Yang Prima
Pemerintah Milik Daerah Penunjang
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
19 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit 3 Unit Satpol PP Reformasi Birokrasi
Disediakan Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
20 Pengadaan Peralatan dan |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1 Unit 1 Unit Satpol.PP Reformasi Birokrasi
Mesin Lainnya Lainnya yang, Disediakan Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
21 Prosentase Peningkatan 100 100 |Penyediaanjasa |Berita Acara Reviu Internal 1BA 1 BA |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan | 12 laporan |Satpol PP Reformasi Birokrasi
Pelayanan Administrasi Prosen | Prosen [Penunjang Urusan |SKPD terhadap capaian Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya Melalui Optimalisasi
Perkantoran yang Sesuai Pemerintahan kinerja Sub Kegiatan pada Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan Pelayanan Publik
dengan Standar Pelayanan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Yang Prima
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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22 Pemeliharaan Berita Acara Reviu Internal 1BA 1BA [Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 50 Unit 50 Unit Reformasi Birokrasi
Barang Milik SKPD terhadap capaian Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Melalui Optimalisasi
Daerah kinerja Sub Kegiatan pada Pemeliharaan dan Pajak |Jabatan yang Dipelihara dan Pelayanan Publik
Penunjang Urusan | Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajaknya Yang Prima
Pemerintahan Barang Milik Daerah Dinas atau Kendaraan
Daerah Penunjang Urusan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah
23 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 50 Unit 50 Unit | Satpol PP Reformasi Birokrasi
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Melalui Optimalisasi
Pemeliharaan, Pajak, dan | yang Dipelihara dan dibayarkan Pelayanan Publik
Perizinan Kendaraan Pajak dan Perizinannya Yang Prima
Dinas Operasional atau
Lapangan
24 Pemeliharaan Peralatan [Jumlah Peralatan dan Mesin 12 Unit 12 Unit Reformasi Birokrasi
dan Mesin Lainnya Lainnya yang, Dipelihara Melalui Optimalisasi
Pelayanan Publik
Yang Prima
25 Prosentase Peningkatan 70 70 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan 32 Unit 32 Unit [ Satpol PP Reformasi Birokrasi
Sarana dan Prasarana Prosen | Prosen Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Melalui Optimalisasi
Aparatur yang sesuai standar Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pelayanan Publik
kebutuhan pelayanan prima Yang Prima
26 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 5 Unit Satpol PP Reformasi Birokrasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Melalui Optimalisasi
Gedung Kantor atau Lainnya yang, Pelayanan Publik
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Yang Prima
27 |PROGRAM Porsentase pelayanan 100 100 Penanganan Berita Acara Reviu Internal 1BA 1BA |Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan 20 Dok 20 Dok Satpol PP Peningkatan
PENINGKATAN ketertiban dan ketentraman prosen | prosen |Gangguan SKPD terhadap capaian Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Kondusifitas
KETENTERAMAN DAN masyarakat yang Ketenteraman kinerja Sub Kegiatan pada Ketertiban Umum melalui | Umum yang Dicegah Melalui Kehidupan
KETERTIBAN UMUM dilaksanakan dan Ketertiban Kegiatan Penanganan Deteksi Dini dan Cegah Deteksi Dini dan Cegah Dini, Bermasyarakat
Umum dalam 1 Gangguan Ketenteraman Dini, Pembinaan dan Pembinaan dan Penyuluhan, Dalam Interaksi
(Satu) Daerah dan Ketertiban Umum dalam Penyuluhan, Pelaksanaan | Pelaksanaan Patroli, Sosial Dan
Kabupaten/Kota |1 (Satu) Daerah Patroli, Pengamanan, dan | Pengamanan,, dan Pengawalan Kehidupan
Kabupaten/Kota Pengawalan Beragama
28 Prosentase peningkatan 60 60 Penindakan atas Jumlah Kasus Gangguan 207 Dok 207 Dok [ Satpol PP Peningkatan
penertiban jumlah lokasi prosen | prosen Gangguan Ketenteraman |Ketenteraman dan Ketertiban Kondusifitas
rawan Penyakit Masyarakat dan Ketertiban Umum Umum berdasarkan Perda dan Kehidupan
(Pekat) Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Bermasyarakat
Perkada melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Dalam Interaksi
Penertiban dan Kerusuhan Massa yang, Sosial Dan
Penanganan Unjuk Rasa | Dilakukan Penindakan Kehidupan
dan Kerusuhan Massa Beragama
29 Porsentase pelayanan 100 100 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 6 Dok 6 Dok Peningkatan
ketertiban dan ketentraman prosen | prosen Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi Kondusifitas
masyarakat yang Ketentraman dan Penyelenggaraan Kehidupan
dilaksanakan Ketertiban Umum serta Ketenteraman, Ketertiban Bermasyarakat
Perlindungan Masyarakat |Umum dan Perlindungan Dalam Interaksi
Tingkat Kabupaten/Kota | Masyarakat Tingkat, Sosial Dan
Kabupaten/Kota Kehidupan
Beragama
30 Prosentase pemenuhan 98,58 98,58 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat 6 Dok 6 Dok Peningkatan
tenaga satuan perlindungan Porsen | Porsen Perlindungan Masyarakat |Hasil Pemberdayaan Kondusifitas
masyarakat dalam rangka Perlindungan Masyarakat dalam Kehidupan
Ketentraman dan rangka Ketenteraman dan Bermasyarakat
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Dalam Interaksi
Sosial Dan
Kehidupan
Beragama
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31 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Satuan Polisi 115 org 115 org Peningkatan
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Kondusifitas
Pamongpraja dan Satuan | Perlindungan Masyarakat yang Kehidupan
Perlindungan Masyarakat | Ditingkatkan Kapasitasanya Bermasyarakat
termasuk dalam Dalam Interaksi
Pelaksanaan Tugas yang Sosial Dan
Bernuansa Hak Asasi Kehidupan
Manusia Beragama
32 Porsentase pelayanan 100 100 Kerjasama antar Jumlah Dokumen Hasil 5 Dok 5 Dok Peningkatan
ketertiban dan ketentraman prosen | prosen Lembaga dan Kemitraan |Pelaksanaan Kerja Sama antar Kondusifitas
masyarakat yang dalam Teknik Lembaga dan Kemitraan, dalam Kehidupan
dilaksanakan Pencegahan dan Teknik Pencegahan Kejahatan Bermasyarakat
Penanganan Gangguan Dalam Interaksi
Ketentraman dan Sosial Dan
Ketertiban Umum Kehidupan
Beragama
33 Prosentase Perda dan Perkada | 12,95 12,95 [Penegakan Berita Acara Reviu Internal 1 BA 1BA |Pengawasan atas Jumlah Laporan Hasil 420 laporan | 420 laporan | Satpol.PP Peningkatan
yang ditegakkan prosen | prosen |Peraturan Daerah [SKPD terhadap capaian Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Pengawasan yang Kondusifitas
Kabupaten/Kota |kinerja Sub Kegiatan pada Pelaksanaan Peraturan Dilakukan Terhadap Kepatuhan Kehidupan
dan Peraturan Kegiatan Penegakan Daerah dan Peraturan Terhadap Pelaksanaan Bermasyarakat
Bupati/Wali Kota [Peraturan Daerah Bupati/Walikota Peraturan Daerah dan Dalam Interaksi
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sosial Dan
Peraturan Bupati/Wali Kota Kehidupan
Beragama
34 Penanganan atas Jumlah Laporan Pelaksanaan 55 laporan | 55 laporan |Satpol PP Peningkatan
Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran Kondusifitas
Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan Kehidupan
Peraturan Peraturan Gubernur yang Dapat Bermasyarakat
Bupati/Walikota Ditangani Sesuai SOP Dalam Interaksi
Sosial Dan
Kehidupan
Beragama
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